BUPATILAMPUNG SELATAN

Menimbang

Mengingat

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

NOMOR 30 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Lampung Selatan Tahun 2021-2026;

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-
2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725);
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang
Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 10);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018
tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis dalam Penyusunan  Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708
Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi
Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun
2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor
6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung
Nomor 314);

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun
2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
Provinsi Lampung Tahun 2009-2029 (Lembaran Daetrah
Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 1) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi
Lampung Nomor 12 Tahun 2019);

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran
Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 13);

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor
15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011 - 2031
(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun
2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Lampung Selatan Nomor 12);



Menetapkan

25. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor
04 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Lampung Selatan Tahun 2013 Nomor 04, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor
04);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020
(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun
2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Lampung Selatan Nomor 10);

27.Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4
Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah
Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung
Selatan Nomor 3);

PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN RENCANA
STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

ds
2,

3.

Daerah adalah Kabupaten Lampung Selatan.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung
Selatan.

Bupati adalah Bupati Lampung Selatan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Lampung Selatan

-

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan untuk
periode 5 (lima) tahun

Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan
pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi
satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat
Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh
Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan
pembangunan Daerah.



(3)

(2)

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan
oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah
sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu
program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan
sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya
manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi,
dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis
sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk
menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

BAB II
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Renstra PD memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan
pembangunan  dalam = rangka  pelaksanaan  Urusan
Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan
sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang
disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Renstra PD dan RKPD dijadikan pedoman dalam
penyusunan Renja PD yang memuat program, kegiatan,
lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja
dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap PD.

Sistematika Renstra PD terdiri atas:

BAB I Pendahuluan

BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat
Daerah

BAB IV Tujuan dan Sasaran

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB VIII  Penutup

Pasal 3

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. ”
Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
dari:

Dinas Pendidikan

Dinas Kesehatan

RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Dinas Perumahan Dan Permukiman

Satuan Polisi Pamong Praja

Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
Dinas Sosial

Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan
Anak

Dinas Ketahanan Pangan
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Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga
Berencana

Dinas Perhubungan

Dinas Komunikasi Dan Informatika

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan
Terpadu Satu Pintu

Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga

Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan

Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan

Dinas Tanaman  Pangan, Hortikultura  Dan
Perkebunan

Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan

Dinas Perdagangan Dan Perindustrian

Dinas Perikanan

Sekretariat Daerah

Sekretariat DPRD

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah
Badan Kepegawaian Dan Diklat

Badan Penelitian Dan Pengembangan

Inspektorat

Kecamatan Natar

Kecamatan Tanjung Bintang

Kecamatan Kalianda

. Kecamatan Sidomulyo

Kecamatan Katibung
Kecamatan Penengahan
Kecamatan Palas

Kecamatan Jati Agung
Kecamatan Ketapang
Kecamatan Sragi

Kecamatan Rajabasa
Kecamatan Candipuro
Kecamatan Merbau Mataram
Kecamatan Bakauheni
Kecamatan Tanjung Sari
Kecamatan Way Sulan
Kecamatan Way Panji; dan
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik



BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 24 Scptcméa‘ 2021

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

NANANG ERMANTO

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 24 s‘cptcm56r 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

THAMRIN*

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2021 NOMOR /04



